B. Saran

1.

kesadaran pelaku usaha atau masyarakat nelayan di Provinsi
Jawa Tengah dan Pentingnya sebuah perizinan agar usaha

perikanan yang dilakukan sah sesuai hukum yang berlaku.

. Jika kendala karena jarak yang cukup jauh alangkah baiknya

DPMTPSP Kota Semarang memberikan kemudahan dengan
membuat adanya mobil DPMTPSP keliling guna mempermudah
pengurusan izin usaha. Pihak DPMTPSP sebaiknya menolak
jika terdapat pihak yang tidak mengurus permohonan izin usaha
sendiri melainkan dari pihak ketiga. Jika terpaksa harus
mengutus orang lain (pihak ketiga) pihak tersebut harus sudah
memahami berkas-berkas apa saja yang harus dilengkapi dan
sebaiknya DPMTPSP meminta surat kuasa terhadap pihak yang

hendak mengurus permohonan izin usaha.

. Perlunya bimbingan dan pengarahan lebih serta sosialisasi dari

pihak DPMTPSP agar Nelayan dapat lebih memahami tentang

mengurus izin serta dengan mudah melakukannya.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kota
Semarang beserta Dinas Kelautan dan Perikanan lebih banyak
melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait proses perizinan usaha
perikanan di Kota Semarang khususnya pada sistem OSS agar para

pengusaha dan nelayan lebih paham dan mengerti dengan
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tatacara/prosedur perizinan melalui Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dikarenakan para pengusaha dan
nelayan ampai saat ini masih ada yang mengajukan perizinannya
melalui Dinas Kelautan dan Perikanan;

Perlunya peningkatan integrasi software OSS agar meningkatkan
mutu dari OSS tersebut sehingga banyak masyarakat yang mengakses
program tersebut, kemudian pemberian bimbingan atau pelatihan
teknis kepada pegawai OSS di daerah lebih memadai baik dalam

memberikan solusi serta menggunakan sistem OSS.
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